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BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: 000.3/Kpts. 103 -Huk/2025

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa untuk memastikan dan menjamin Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah agar menghasilkan
barang/jasa yang tepat dan dapat diukur dari aspek
kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia
serta memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatuhan dan kewajaran, diperlukan reviu dan audit
oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
dari mulai proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) sampai dengan serah terima pekerjaan;

bahwa sehubungan sumber daya manusia dan
keuangan APIP Kabupaten Pangandaran terbatas
untuk dapat melaksanakan reviu dan audit terhadap
seluruh paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sehingga perlu dipilih dan ditetapkan paket Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang sifatnya strategis hasil
dari segi nominal maupun dari segi aspek lainnya;
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum dalam pemilihan sasaran reviu
pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan paket
strategis pengadaan barang/jasa pemerintah daerah
dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 5
(Lima) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);
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11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24
Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor
31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (lembaran
Daerah Tahun 2024 Nomor 14);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor
38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2024 Nomor 11);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 65)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah  Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 Nomor 65);

: Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor:
000.3/05-Barjas/ND/2025, tanggal 3 Maret 2025, Perihal:
Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati
Pangandaran tentang Penetapan 5 Paket Strategis
Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran
2025;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA)

PAKET SRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

: Menetapkan 5 (Lima) Paket Strategis Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025,
dengan Daftar Paket sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

: Penetapan 5 (Lima) Paket Strategis Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
digunakan sebagai sasaran prioritas pelaksanaan reviu
dan audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

: Memerintahkan kepada Inspektur, Kepala Perangkat

Daerah terkait 5 (Lima) Paket Strategis dan Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah untuk
melaksanakan Keputusan Bupati ini dengan penuh
tanggung jawab berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan.

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
sesuai kemampuan keuangan Daerah.

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali
apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 Maret 2025

“BUPATI PANGANDARAN,

Py /
- CITRA PITRIYAMI

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;

3. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran;

4. Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 000.3/Kpts. (103 -Huk/2025
TANGGAL : 5 Maret 2025

DAFTAR 5 (LIMA) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No. Nama Paket/Kegiatan Pag(;SPA
Pembangunan Baru (Gedung Rawat Inap) 14.250.000.000
2. | Pembangunan Puskesmas Sidamulih 5.784.000.000
Pembangunan Ruang Cathlab (Catheterization
3. 2.375.000.000
Laboratory)
Pembangunan Ruang Cytotoxic 1.330.000.000
5. [ Rehabilitasi Ruang Kelas Kecamatan Cimerak 1.080.000.000
TOTAL 24.819.000.000
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